
I

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor: 2OlHK.03.2-Kpt I 7 604 / 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UMT PENGENDALTAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor l5 tahun 2015 tentang
Pengendalian GratiEkasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 945/PW.OI.lIl2O21 Perihal
Pembentukan Safuan Tugas Unjt Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota Tahun 2O2L, perLu dibentuk Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umr:m Kabupaten Polewali Mandar);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Urnum Kabupaten Polewali Mandar tentang
Satuan Ttrgas Unit Perrgendalian Gratifikasi di
Linglungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali
Mandar).

1. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Eersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
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Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4lS0);

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor Z Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1Z Nomor lg2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOa
Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2O1g
teratang Strategi Nasional pencegaharr Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O18 Nomor 1Oa);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin
Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 2O2 Tambahan
Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor
6718);

8. Peraturan Presiden Nomor IOS Tahun 2O1g tentang
Kedudukan, T\rgas, F.ungsi, Wewenang, Organisasi,

5. Peraturan pemerintah Nomor
tentang Sistem pengendalian

dan Tata Ke4a Sekretariat
Pemilihan Umum, Sekretariat

60 Tahun 2OO8
Intern Pemerintah

Jenderal Komisi
Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (I*mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor 196);

9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menqju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi pemerintal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor lg3)
sebaeaimarrs telah diubah dengan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor l0 Tahun 2Ol9 tentang penrbahan Atas
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
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Memperhatikan:
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Pedoman Pembangunart ?-ona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birolrrasi Bersih dan
Melayani di Lingln:ngan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 67ll;

1O. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L7
Tahun 2At2 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilitran Umum;

1 t. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2Ol9 tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan Umum,
Komisi Pelnilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2$tg Nomor 3201,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Pera.turan Komisi Pemilihan Umum Nomor
4 Tahun 2O2L tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Ksmisi PemiUhan Umum Nomor 8 Tahun
2OL9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan LJmum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemiliha"n Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 7861;

13. Peratura.n Komisi Pemilihan Umum Nomor L4

Tahun 2Q2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendera.l
Komiei Pemilihan lJmum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum KabupatenfKota. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L2361.

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 945/P\Y.01 . 1 1 /2CI21 Perihal Pembentukan
Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Ungkungan KPU Provinsi dan KPU KabupatenlKota
Tahun 2O2L;

idih.kou.oo. id/sulbarloolman

MEMUTUSKAN



4-

Menetapkal

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022.

Membentuk Satual T[gas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Polewali Mandar dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas, Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang
menrpakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam Pengendalian Gratifikasi, Satuan T\:gas Unit
Pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan sebagimana
tercantum dalam Lampiran III yang mempakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Prosedur Penanganan la.poran Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten polewali Mandar
mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari Unit
Pengendalian Gratifikasi Komisi pemilihan Umum provinsi
Sulawesi Barat dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi
Komisi Pemilihaa Umum Republik Indonesia

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 08 Apnl 2O22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TtdSalinan aslinya
PEMIUHAN UMUM
MANDAR
m

RUDIANTO
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SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLE\MALI MANDAR NOMOR
20 / HK.o ?.?-Kpt I 7 6a+ / 2022
TENTA}IG PAMBENTUI(AN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TA. 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (SATGAS UPG) KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TA. 2A22

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal O8 April 2022

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ftd
dengan aslinya
KOMISI PEMIUHAN UMUM

MANDAR RUDIANTO

NO. NAMA KEDIIDUI{AN

I Rudianto, S.Kep. Ketua KPU Pengarah

2 Muslim Sunar, S.Pt.,M.Si
Ketua Divisi
Perencanaan Data dan
Informasi

Pengarah

3 Munawir
Ariffin,S.I.P,.M.I.P

Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih,
Parmas, dan SDM

Pengarah

4 Nurjannah Waris, A.Md Ketua Divisi Teknis
Penyelenggaraarl Pengarah

5 Andi Rannu, S.Si.,M.Si Ketua Divisi Hukum
dan Pengawasa.n

Pengarah

6 Nurlinah, SE Plt. Sekretaris Ketua

7 Nurlinah, SE Kasubag Teknis Pemilu
dan Hupmas Anggota

8 Sitti Nadra Alimuddin, SH Kasubag Hukum dan
SDM

Anggota

9 Rosidah, SE Kasubag Prograrn, Data
dan Informasi Anggota

10 Agustan, S.IP Kasubag Keuangan,
Umum dan Loeistik Anggota

Hukum

idih, kou.oo. id/sulbar/oolman
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I-{MPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAEUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
20 I HK.o3.2-Kpt I 7 604 I 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TA.2022

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TA.2022

Tugas dan Wewenang;

a- Menerima, mereviuw dan mengadministrasikan laporan

penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi

dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan

Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan

pemberian Gratifikasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum

deagan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

c. Menya-mpaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan

Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi atura.n

Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad

hoc Pemilu/Pemilihan;

e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada SATGAS UPG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan Peraturan

mengenai Gratifrkasi;

f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status

GratiEkasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu

dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan

Badan Penyelanggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan terkait

pemantauatr penerapan program pengendalian Gratilikasi; dan

h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratilikasi yang disampaikan oleh

setiap Jqjaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan

Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan

I

SALINAN

idih.kpu.oo.idlsulbar/polman



il. FUNGSI

a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahal Gratlikasi di

Lingkungan Komisi Pemifihan Umum Kabupaten dan Badan

Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

b. Melakukan koordinasi dengan SATGAS UPG Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dalam hal pencegahan Gratfikasi di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad

hoc Pemilu/Pemilihan;

c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. Melakukan pemeriksaan dan verillkasi pcnerimaaan Graffikasi;
e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek

pelaporan Gratifikasi;

f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaal

Gratifikasi rlelarrl $snfuk malanan dan barang yang mudah rusak

atau busuk;

g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad

hoc Pemilu/Pemilihan kepada SATGAS UPG Komisi Pemilihan

Umum provinsi setiap kali menerima pelaporan Gratifikasi;

h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratiflkasi

dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan

Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

i. Menyampaikan laporan berkala kepada SATGAS UPG Komisi

Pemilihan Umum Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi

pelaporan penerimaan Gratilikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan

Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

j. Melaksanakan tugas kctatausahaan SATGAS UPG.

Ditetapkan di Polewe[i
Padatanggal OB April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWAU MANDAR,

Ttd

aslirrya
PEMIUHAN UMUM

Ali

Sa

MANDAR
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SALINAN

LAMPIRAN IiI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
20 / HK.o3.2-Kpt / 7 604 I 2022
TET{TANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDAIIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TA.2022

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TA.2O22

l. Melalrulran kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan

kerja mencamtumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian

Gratifikasi (hadiah/fasilitas pada setiap pengumuman dalam proses

pengadaan barang/jasa. Kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan

pengumuman dalam proses lkegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta

surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Poleqrali Mandar atau Pihak Ketrga lainnya;

2. Memberikan inforrrasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak

Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara

terus menerus;

3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten untuk mensosialisasikan Peraturan yang

mengatur pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait,

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal OB April 2O22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd

n aslinya RUDIANTO
PEMIUHAN UMUM
MANDAR

xl
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